WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR - TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 100
TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur
Nomor 0101 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 yang merupakan dasar dari peraturan
selanjutnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Banjarmasin Tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2015
tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Di Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3478);
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Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4?,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010
tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5106);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai
Barang dalam Pengawasan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
40/Permentan/OT/140/2/2007 tentang Syarat dan
Tata Cara pendaftaran Pupuk An Organik;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organiasai dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2014 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2015 Nomor 11);



Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA TENTANG
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2016

Pasal I

Ketentuan lampiran Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2015
tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 di ubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ( Jull 207

WALIKOTA BANJARMASIN

IB:I: SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

e

H. ICHWAN NOOR CHALIK

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR .



(
LAMPIRAN
PERATURAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI PADA MASING-MASING KECAMATAN TAHUN 2016
DI KOTA BANJARMASIN

NO RENCANA KEBUTUHAN SAPRODI (ton

KECAMATAN LUAS (ton) JATIWAL TANAM

TANAM UREA SP-36 ZA NPK | ORGANIK | BENIH TH.2016
(HA) '
1 | Banjarmasin Barat 27,04 1,2 - . . i - APRIL
2 | Banjarmasin Timur 188,08 4,08 1,1 - 15 . ! MARET-APRIL
3 | Banjarmasin Utara 225 10,5 r ; . . - MARET-APRIL
4 | Banjarmasin Selatan 1.121,3 64,4 8,9 - - - - MARET-MEI
LAH
s 1.561,42 80 10 - 15 - - -
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